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PENDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari
abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di
sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf
Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system
tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam
transeliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian
dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf
dan tanda sekaligus.

Berikut ini  daftar huruf Arab yang dimaksud dan
transliterasinya dengan huruf latin:
Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan
Arab
\ Alf Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
< Ba’ B Be
= Ta’ T Te
& Sa’ S s (dengan titik di
atas)
z Jim J Je
z Ha’ h h (dengan titik
dibawah)
¢ Kha’ Kh ka dan ha




N Dal D De
3 Zal V4 zet (dengan titik di
atas)
D Ra’ R Er
B Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= Sad S s (dengan titik di
bawah)
U= Dad d d (dengan titik di
bawah)
L Ta T t (dengan titik di
bawah)
L Za z z (dengan titik di
bawah)
¢ ‘Ain ’ Koma terbalik di
atas
¢ Gain G Ge
] Fa F Ef
S Qaf Q Qi
gl Kaf K Ka
J Lam L El
B Mim M Em
J Nun N En
) Waw W We
° Ha’ H Ha
s Hamzah ’ Apostrof
$ Ya’ Y Ye
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B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri
dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau
diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda
atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
: Fathah A A
- Kasrah | |
Z Dammah U U

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa
gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa
gabungan huruf sebagai berikut:
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Nama Huruf Latin | Nama
Arab
.08 Fathah dan Ai adanu
ya
b Fathah dan Au adanu
wau
Contoh:
- &X  kataba
- & faala

- J& guila
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- &X  kaifa
- J»  haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa
harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda

sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Nama Huruf Nama

Arab Latin

.. Fathah dan alif A a dan garis di atas

atau ya
o Kasrah dan ya I 1 dan garis di atas
e Dammah dan U u dan garis di atas
wau
Contoh:

- (a qala

- R rama

- d&  qila

- U5 yaqilu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1.

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat
harakat fathah, kasrah, dan dammah,
transliterasinya adalah “t”;

Ta’ marbutah mati yang mendapat harakat
sukun, transliterasinya adalah “h”.\;

Kalau pada kata terakhir dengan ta’
marbutah  diikuti  oleh  kata yang
menggunakan kata sandang a/ serta bacaan
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kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah
itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:
- Jakdsyy raudah al-atfal/raudahtul atfal
- b3 48l al-madinah al-munawwarah/al-madinatul
munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda
tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang
sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- U5 nazzala

- 50 al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf, yaitu J), namun dalam transliterasi ini kata
sandang itu dibedakan atas:

1.Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1”
diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang
itu;

2.Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- 333 arrajulu

- A al-qalamu

- Sl agy-syamsu
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- &b al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal
itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di
akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata
dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

- ME khuzu

- (&% gyai’un
- ¢339 an-nau’u

- 4 inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya
dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain
karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan
kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh:

S e i g Wa innalldha lahuwa

khair ar-raziqm/

Wa innallaha lahuwa khairurraziqin

- Blios 5 loaa dl ay Bismillahi majreha wa

mursaha

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak
dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.
Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam
EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama
diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan



huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf
awal kata sandangnya.

Contoh:
- Gl LHdal Alhamdu lillahi rabbi al-
‘alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- el el Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman
ar-rahtm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau
penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf
atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.
Contoh:

- As) 53 A Allaahu gafiirun rahim

L ek 53V 4 Lillahi al-amru jami an/Lillahil-amru

jamt an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan,
pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian
pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
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MOTTO
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ABSTRAK

Ilmiyati Solekha, NIM 1121147 Pergantian Wali
Hakim disebabkan Wali Melaut Prespektif PMA NO 30 Tahun
2024 ( Studi Kasus di Kecamatan Wonokerto Kabupaten
Pekalongan). Program Studi Hukum Keluarga Islam, fakultas
syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan, Pembimbing : Dr. Ali Muhtarom,
M.H.L.

Fenomena penggunaan wali hakim dalam perkawinan
bukan hal baru, namun di wilayah pesisir seperti Kecamatan
Wonokerto, kondisi ini memiliki keunikan tersendiri.
Banyaknya wali nasab yang berprofesi sebagai nelayan
menyebabkan seringkali tidak dapat hadir secara langsung
pada saat akad nikah berlangsung. Situasi tersebut
menimbulkan persoalan hukum dan administratif terkait
mekanisme pergantian wali nasab kepada wali hakim. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
bagaimana prosedur pergantian wali nasab kepada wali hakim
ketika wali sedang melaut, serta memahami akibat hukum
yang dapat timbul apabila pengangkatan wali hakim dilakukan
tanpa proses verifikasi yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur
pergantian wali nasab kepada wali hakim dalam kasus wali
yang sedang melaut serta akibat hukum yang timbul apabila
pengangkatan wali hakim dilakukan tanpa verifikasi yang
cukup. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data
primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan
Kepala KUA Kecamatan Wonokerto dan lima pasangan suami
istri yang pernah mengalami kasus serupa. Sedangkan data
sekunder dikumpulkan melalui studi literatur terhadap PMA
No. 30 Tahun 2024, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan
berbagai jurnal hukum Islam yang relevan. Proses analisis data
dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data,
penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur
pergantian wali nasab kepada wali hakim di Kecamatan
Wonokerto telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal
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13 dan 14 PMA No. 30 Tahun 2024, yaitu melalui tahapan
administratif —seperti surat pernyataan dari keluarga,
keterangan dari pemerintah desa, serta verifikasi oleh pihak
KUA sebelum Kepala KUA ditetapkan sebagai wali hakim.
Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti
minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme taukil
wali, ketidakhadiran surat resmi dari wali yang sedang melaut,
dan tekanan sosial agar pernikahan segera dilangsungkan.
Meskipun demikian, pihak KUA tetap berupaya menjalankan
prinsip kehati-hatian agar setiap akad nikah memiliki
keabsahan hukum yang kuat baik secara syar’i maupun
administratif.

Kata Kunci: Wali Hakim, Wali Nasab, PMA No. 30 Tahun
2024, Perkawinan, Wonokerto.
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ABSTRACT

Ilmiyati Solekha, NIM 1121147 The Substitution of
Guardian (Wali Hakim) Due to the Absence of the Legal
Guardian (Wali Nasab) at Sea in the Perspective of the
Minister of Religious Affairs Regulation (PMA) No. 30 of 2024
(A Case Study in Wonokerto Subdistrict, Pekalongan
Regency). Department of Islamic Family Law, Faculty of
Sharia, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman
Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

The phenomenon of appointing a wali hakim (judge
guardian) in marriage is not new. However, in coastal areas
such as Wonokerto Subdistrict, this issue presents unique
social and legal dynamics. Many wali nasab (guardians by
lineage) work as fishermen and are often unable to attend the
marriage ceremony in person due to long periods at sea. This
condition creates both legal and administrative challenges
concerning the mechanism for substituting the wali nasab with
a wali hakim. Therefore, this study aims to analyze the
procedure for replacing the wali nasab with a wali hakim when
the guardian is at sea, as well as to understand the legal
consequences that may arise if the appointment of the wali
hakim is carried out without sufficient verification.

This research employs a juridical-sociological
approach with a qualitative descriptive method. Primary data
were obtained through in-depth interviews with the Head of
the Office of Religious Affairs (KUA) of Wonokerto
Subdistrict and five married couples who had experienced
similar cases. Secondary data were collected through literature
studies of the Minister of Religious Affairs Regulation (PMA)
No. 30 of 2024, the Compilation of Islamic Law (KHI), and
several relevant Islamic legal journals. Data analysis was
conducted inductively through stages of data reduction,
presentation, and conclusion drawing.

The results show that the procedure for substituting the
wali nasab with a wali hakim in Wonokerto has been
implemented in accordance with Articles 13 and 14 of PMA
No. 30 of 2024, which include administrative stages such as
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family statements, certificates from the village government,
and verification by the KUA before the Head of KUA is
appointed as wali hakim. However, in practice, there are still
obstacles, such as the community’s limited understanding of
the taukil wali mechanism, the absence of written
authorization from guardians at sea, and social pressure to
proceed with the wedding. Nevertheless, the KUA continues
to uphold prudence to ensure that each marriage remains
legally valid both under Islamic law and administrative
regulations.

Keywords: Wali Hakim, Wali Nasab, PMA No. 30 of 2024,
Marriage, Wonokerto
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Pernikahan diharapkan dapat mewujudkan
hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak.
Dengan demikian di agama islam pernikahan sangat
dianjurkan ! apabila memenuhi prinsip maslahah
(kemaslahatan) dan  tidak  boleh  dilakukan
sembarangan karena memerlukan persetujuan wali,
ijab kabul dan mahar untuk melindungi kedua belah
pihak.

Dalam sebuah akad nikah keberadaan seorang
wali merupakan salah satu rukun yang paling penting
dan wajib ada sehingga tanpa adanya wali pernikahan
itu dinyatakan tidak sah. Wali dalam sebuah akad
pernikahan ialah suatu rukun yang harus dipenuhi oleh
pihak mempelai wanita yang bertindak menikahkan
atau memberi izin pernikahan.?

Secara hukum islam yang berhak menjadi wali
nikah ialah seorang laki-laki yang memenubhi syarat —
syarat syar'i antara lain beragama islam, berakal sehat,
baligh, merdeka, serta memiiki hubungan kekerabatan
dengan mempelai perempuan sesuai urutan wali nasab

L Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
(Antara Figh dan Undang — Undang Perkawinan),( Jakarta : Kencana ,
2007), 40.

2 Ah. Soni Irawan, “Eksistensi Wali dalam Akad Pernikahan
Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman,” EI-Ahli: Jurnal
Hukum Keluarga Islam Vol. 3, No. 2 , 2022.



yang telah ditentukan dalam fikih. Dengan demikian,
kedudukan wali tidak dapat digantikan oleh pihak lain
kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur secara
khusus oleh syariat maupun regulasi positif di
Indonesia.’

Jika wali nikah yang menurut Undang-Undang
( UU) mempunyai hak, tetapi belum memenuhi syarat
menjadi wali nikah atau walinya tuna rungu, tuli, lanjut
usia, maka hak perwalian itu berpindah kepada wali
hakim. Ketentuan mengenai wali hakim di Indonesia
diuraikan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Ayat
(1) yang berbunyi:”Wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau
tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui
tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.”
dan pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi:” Dalam hal wali
adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat
bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan
pengadian Agama tentang wali tersebut.”® Dari pasal
tersebut maka sangat jelas apabila wali nasab yang
berhalangan hadir maka hak untuk mengakadkan
berpindah kepada wali hakim, bukan kepada wali
berikutnya dan tanpa membuat surat taukil wali.

Keberadaan wali nikah yang menjadi rukun sah
perkawinan menurut hukum Islam ternyata tidak selalu
sejalan dengan praktik yang terjadi di masyarakat,
khususnya di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten
Pekalongan. Dalam praktik pernikahan di wilayah
tersebut, sering dijumpai bahwa wali yang menikahkan

3 Revi Inayatillah, “Status Keabsahan Wali Nikah Menurut
Hukum Islam,” Acta Diurnal: Jurnal llmu Hukum Kenotariatan Vol. 8,
No. 1, 2024.

4 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23



mempelai perempuan bukan berasal dari kalangan
keluarga atau wali nasab, melainkan dialihkan kepada
pihak lain, baik itu Kepala KUA maupun tokoh
masyarakat setempat. Kebiasaan ini bahkan telah
dianggap sebagai hal yang wajar atau budaya yang
sudah berlangsung turun-temurun.®

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti:
pertama, wali nasab (ayah atau saudara laki-laki
kandung) sering kali sedang melaut dengan jangka
waktu yang lama yaitu sekitar 6 bulan bahkan 1 Tahun.
Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai
tata cara dan ketentuan sahnya perwalian dalam
perkawinan menurut hukum Islam maupun regulasi
negara. Ketiga, adanya anggapan praktis di masyarakat
bahwa yang terpenting akad dapat segera terlaksana
tanpa harus menunggu wali nasab, sehingga tugas
kewalian terkadang langsung dialihkan kepada Kepala
KUA atau pihak lain yang dianggap mampu.®

Penggunaan surat taukil wali yang tidak
diverifikasi  dengan ~ memadai = menimbulkan
permasalahan hukum, khususnya dalam hal keabsahan
pernikahan. Berdasarkan fiqih, wali merupakan salah
satu syarat sah pernikahan, dan jika wali yang
sebenarnya masih ada dan mampu hadir namun
digantikan tanpa alasan yang sah, maka pernikahan
tersebut bisa dianggap tidak sah.’

> AA, Buruh, diwawancarai oleh Iimiyati Solekha, Wonokerto,
24 juli 2025

& Wardatussoleha, W & Haris, A. Fenomena peningkatan wali
hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing. Sakina: Journal of
Family Studies, vol 7 no 1, 2023.

7 Asrori S. Karni, Hukum Pernikahan dalam Islam, (Jakarta:
Kencana, 2018), 112.



Dengan demikian, praktik pengabulan surat
taukil wali oleh Kepala KUA tanpa proses verifikasi
mendalam dapat menimbulkan akibat hukum yang
serius  seperti munculnya gugatan keabsahan
pernikahan atau bahkan pembatalan pernikahan. PMA
No 30 Tahun 2024 memberikan kewenangan kepada
Kepala KUA untuk menunjuk wali hakim, namun
pelaksanaan kewenangan wajib didasarkan oleh bukti
yang sah dan dan pemeriksaan yang nyata atas
ketidakhadiran atau ketidakmampuan wali nasab
sebagaimaa diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal
17 PMA No. 30 Tahun 2024.2 Salah satu
contoh dari pasangan Ibu GA ( 25 tahun) dan Bapak
OP ( 27 tahun) menjelaskan bahwa ayahnya masih
hidup dan berhak menjadi wali, namun ketika hari akad
tiba ayahnya sedang berlayar bersama rombongan
nelayan dan tidak dapat pulang. Pihak keluarga sudah
menghubungi ayah melalui telepon, dan ayah
menyatakan secara lisan bahwa ia merelakan KUA atau
keluarga untuk mencari solusi pengganti. Akan tetapi,
karena tidak ada surat resmi yang ditandatangani ayah
sebagai wali nasab, akhirnya pihak KUA mengambil
alth dengan menunjuk wali hakim. Informan mengaku
sempat merasa canggung karena seakan-akan
melangsungkan pernikahan tanpa restu langsung dari
ayah, meskipun secara lisan ayah sudah menyetujui.

Dalam konteks ini, penelitian terhadap praktik
pengalihan wali di Kecamatan Wonokerto menjadi
sangat penting, terutama karena kasus wali yang
sedang melaut bukanlah kejadian yang langka.

8 Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri
Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, Pasal 14 —
17



Permasalahan seperti ini membutuhkan penanganan

yang tepat agar tidak menimbulkan pelanggaran

hukum maupun konflik sosial di kemudian hari. Selain
itu, studi ini juga dapat menjadi bahan evaluasi

terhadap pelaksanaan regulasi pencatatan nikah di

lapangan.®.

Berdasarkan Latar belakang di atas maka
penulis bermaksud untuk mengkaji tentang Bagaimana
prosedur pergantian wali nasab kepada wali hakim
dalam kasus wali yang sedang melaut menurut praktik
di Kecamatan Wonokerto serta Bagaimana akibat
hukum terhadap pernikahan jika pengabulan surat
taukil wali oleh Kepala KUA melaut dilakukan tanpa
verifikasi yang cukup Maka penulis mengambil judul
“ Pergantian Wali Hakim disebabkan Wali Melaut
Perspektif PMA NO 30 TAHUN 2024 ( Studi Kasus
Di kecamatan Wonokerto, Kabupaten
Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pergantian wali nasab kepada
wali hakim dalam kasus wali yang sedang melaut
menurut praktik di Kecamatan Wonokerto?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pernikahan jika
pengabulan surat taukil wali oleh kepala KUA
dilakukan tanpa verifikasi yang cukup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis prosedur

pergantian wali nasab kepada wali hakim dalam

® Lilik Mulyadi, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Teori
dan Praktik, (Jakarta: Kencana, 2020), 134.



kasus wali sedang melaut berdasarkan praktik di
Kecamatan Wonokerto.

. Untuk mengkaji akibat hukum terhadap terhadap

keabsahan pernikahan apabila kepala KUA
mengabulkan surat taukil wali tanpa melalui proses
verifikasi yang memadai.

D. Kegunaan Penelitian

1.

Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya wawasan dalam ilmu pengetahuan
mengenai perkawinan yang berkaitan dengan
permasalahan pengalihan kewenangan wali dan
verifikasi surat taukil wali.

Kegunaan praktis, penelitian ini sebagai bahan
masukan dan pertimbangan kepada masyarakat
yang akan melangsungkan pernikahan, serta
menambah pengetahuan tentang faktor pergeseran
wali nasab ke wali hakim.

E. Kerangka Teori
1. Wali

a. Pengertian Wali

Secara bahasa wali berarti pelindung,
pengampu, penanggung (hidup seseorang).
Sedangkan kata “ perwalian “ dalam bahasa
arab adalah walayah
(%Y ). Sedangkan hakikat dari s ¥ 5! adalah
¥l Js  yang memiliki pengertian mengurus
atau menguasai sesuatu.”

Menurut Peunoh Daly bahwa wali
adalah orang yang berhak dan berkuasa untuk

10 Nattasya Meliannadya “ Implementasi Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali ( Studi di Kantor
Urusan Agama Kota Malang “ Skripsi ( Malang : UIN Maulana Malik
Ibrahim, 2020) , 39



melaksanakan perbuatan hukum bagi orang
yang berada dibawah perwaliannya menurut
ketentuan syai‘at.!!

Jumhur Ulama menetapkan bahwa wali
nikah sebagai syarat sahnya perkawinan,
meskipun dalam hal ini Imam Hanafi berbeda
pendapat. Menurut Imam Hanafi perkawinan
tanpa wali nikah diperbolehkan, karena wali
yang menjadi syarat akad nikah ada apabila
mempelai perempuan belum baligh atau tidak
sehat akalnya, sedangkan perempuan yang
sudah baligh dan berakal sehat diperbolehkan
mengawinkan dirinya sendiri dengan laki-laki
pilihannya tanpa wali, dengan syarat sekufu.
Karena mereka beranggapan bahwa seorang
perempuan yang sudah baligh dan berakal sehat
mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri,
oleh karena itu wali nikah bagi perempuan
tersebut bukan menjadi syarat sahnya
perkawinan.

b. Syarat-Syarat wali

Salah satu dari rukun nikah yaitu
adanya wali, maka untuk sahnya suatu
perkawinan seorang wali harus memenuhi
syarat-syarat yang telah ditentukan oleh
syari ah. Dalam Hukum Islam (KHI) pasal 20
ayat (1) dinyatakan bahwa “ yang bertindak
sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki
yang memenuhi syarat hukum islam yakni
muslim, ‘aqil dan baligh”. Oleh karena itu

11 Muhammad Lutfi Syarifuddin “ Tinjauan Umum Tentang
Wali Nikah “ Jurnal An-Nuha , Vol. 5, No. 1, (2018)



C.

banyak syarat-syarat yang dikemukakan oleh
para ulama antara lain: Beragama Islam,
Mukallaf, adil, merdeka, laki-laki.
Dasar hukum wali
Dasar Hukum wali nikah terdapat
dalam ayat Al-Qur’an surat Al -Bagarah ayat
282 yang berbunyi ~
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis
di antara kamu menuliskannya dengan benar.
dan janganlah penulis enggan menuliskannya
sebagaimana allah mengajarkannya, maka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang
yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang
akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa
kepada allah tuhannya, dan janganlah ia
mengurangi sedikit pun dari hutangnya. jika
yang berhutang itu orang yang lemah akalnya



atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak
mampu mengimlakkan, maka hendaklah
walinya mengimlakkan dengan jujur. dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari
laki-laki di antaramu. jika tak ada dua orang
laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan
dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridhai, agar jika seorang lupa maka yang
seorang mengingatkannya. janganlah saksi-
saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu
menulis hutang itu, baik kecil maupun besar
sampai batas waktu membayarnya. yang
demikian itu, lebih adil di sisi allah dan lebih
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada
tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah
muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di
antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu,
(gika) kamu tidak  menulisnya. dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah
suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah
kepada allah; allah mengajarmu; dan allah
maha mengetahui segala sesuatu 2

Maksud dari ayat di atas yang
berhubungan dengan wali nikah adalah kalimat
An yumilla huwa falyumlil waliyyuhubil'adl
yang memiliki arti hendaknya walinya

12.QS. Al- Bagarah : 282
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mengimlakan dengan jujur. Dari kalimat
tersebut para fuqoha berpendapat bahwa
seorang wali memiliki makna mampu untuk
bertindak langsung dengan tanpa bergantung
izin kepada orang lain. Artinya seorang wali
memiliki hak untuk bertindak mengawinkan
anak perempuannya, tanpa harus meminta izin
kepada orang lain, karena wali tersebut
memiliki hak untuk menikahkan anak
perempuannya.

Adapun hadits Rasulullah SAW yang
diriwayatkan oleh Abi Burdah bin Abi Musa
dalam kitab Bulughul Maram:

0B L W e e st o 083 02
Al 555 (A5 V) 28 Y) ¢l 5 alle 1 i i 505 06
SN
Artinya: " Dari Abi Burdah bin Abi Musa, dari
Ayahnya R.A. berkata:Rasulullah SAW.
Bersabda: Tidak sah suatu pernikahan kecuali
denganadanya wali. Hadits Riwayat Ahmad
dan Imam Empat.?

Maksud dari hadis di atas adalah
pernikahan yang dilakukan dengan tanpa wali
dianggap tidak sah. Karena dalam pernikahan
wali nikah termasuk dalam rukun-rukun nikah,
oleh karenanya wali nikah harus ada dalam
pernikahan.

d. Macam-macam wali nikah
Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam
(KHI)  menyatakan  bahwa  dalam

13 Muhammad bin Ismail al-Amir Ash. Subulus Salam Syarah
Bulughul Marom Jilid 3.
(Jakarta: Darus sunnah. 2017) 626-627.
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perkawinan terdapat dua jenis wali, yaitu
wali nasab dan wali hakim.

1. Wali Nasab
Wali nasab adalah wali yang memiliki
hubungan darah dengan wanita yang akan
menikah. Menurut mayoritas ulama seperti
Syafi‘iyah, Hanabilah, Dzahiriyah,dan
Syi'ah Imamiyah, wali nasab dibagi
menjadi dua kategori: wali dekat dan wali
jauh.

2. Wali Hakim
Pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa wali hakim adalah
wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri
Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya,
yang diberikan hak dan kewenangan untuk
bertindak sebagai wali nikah. Pasal 23 ayat
1 menjelaskan lebih lanjut bahwa wali
hakim dapat bertindak hanya jika wali
nasab tidak ada, tidak dapat hadir, tempat
tinggalnya tidak diketahui, tidak ada atau
enggan hadir.

e. Kedudukan wali dalam perkawinan

Wali dalam suatu akad pernikahan
merupakan salah satu rukun, sehingga
pernikahan dianggap tidak sah apabila tidak
ada wali. Seperti dalam Kompilasi Hukum
Islam pasal 14 bahwa pelaksanaan nikah
harus ada : Calon suami, calon istri, wali
nikah, dua orang saksi serta ijab dan qabul.
Hal ini diperjelas dalam pasal 19 yaitu
bahwa wali nikah dalam perkawinan
merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi
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calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahannya, yang berlaku bagi semua
wanita, baik yang sudah dewasa (balig)
ataupun yang masih kecil dan berlaku juga bagi
wanita yang masih gadis ataupun yang sudah
janda.'*

UU Perkawinan sama sekali tidak
menyebutkan adanya wali dalam persyaratan
perkawinan dalam pengertian yang melangsung-
kan akad nikah bukan wali, tetapi mempelai
perempuan. Yang di sebutkan dalam UU
Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam
kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai
izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan,
yang demikian pun bila kedua calon mempelai
berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung
arti bila calon mempelai sudah mencapai umur 21
tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali. Hal
ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan
(6). Meskipun UU Perkawinan tidak menjelaskan
wali sebagai salah salah satu syarat atau rukun
dalam perkawinan, UU Perkawinan ada
menyinggung wali nikah dalam Pembatalan
Perkawinan pada Pasal 26 yang menyatakan
bahwa: “ Perkawinan yang dilangsungkan di muka
pegawai pencatat perkawinan yang tidak
berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang

14 Ahmad Nur Fatoni, “ Pelaksanaan intiqal wali nasab ke wali
hakim sebab masafatul gasri pasca terbithya PMA Nomor 20 Tahun 2019
di KUA Kec. Batang, Kandeman dan Bandar tahun 2020-2021”, Tesis, (
Pekalongan : Univeritas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid ),
15



13

dilang- sungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang
saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh ....”
KHI berkenaan dengan wali ini menjelaskan
secara lengkap dan keseluruhannya mengikuti figh
mazhab jumhur ulama, khususnya Syafi'iyah. Wali
ini diatur dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23.%°
2. Administratif Pernikahan dalam PMA No. 30
Tahun 2024 tentang Pencatatan pernikahan
Dalam sistem hukum Islam di Indonesia,
keberadaan wali dalam pernikahan merupakan
syarat sah yang tidak dapat diabaikan. Namun
dalam keadaan tertentu, wali nasab tidak dapat
hadir atau tidak memenubhi syarat, sehingga peran
tersebut dialihkan kepada wali hakim.®
Setiap pernikahan yang dilangsungkan
menurut agama dan diakui sah oleh negara harus
memiliki dasar pembuktian yang kuat sebagai
jaminan keabsahan dan kekuatan hukumnya. Bukti
autentik tersebut berupa akta nikah. Akta nikah
tidak hanya sebagai tanda bukti telah terjadinya
akad nikah secara sah, tetapi juga sebagai dasar
hukum apabila dikemudian hari muncul persoalan
hukum terkait status pernikahan. Untuk
mendapatkan akta tersebut pernikahan harus
melalui berbagai prosedur yang ada. Prosedur
tersebut dalam pernikahan disebut pencatatan
pernikahan. Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, pencatatan

15 Amir Syarifuddin , “ Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (
Antara figh munakahat dan Undang-undang Perkawinan.” (Jakarta:
Kencana, 2009), 60

16 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Munakahat: Kajian Fikih Nikah
Lengkap, (Jakarta: Kencana, 2010),126-128.
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pernikahan terdiri dari 4 prosedur tahapan yang
harus dilalui, yaitu :
1. Pendaftaran Kehendak nikah;
2. Pemeriksaan nikah;
3. Pelaksanaan akad nikah;
4. Pencatatan nikah
F. Penelitian Relevan

Penulis dalam penyusunan penelitian ini telah
melakukan penelitian terhadap karya ilmiah dengan tema
terkait. Berdasarkan penelusuran penulis bahwa kajian
mengenai akad nikah tanpa wali telah banyak diteliti, di
antaranya sebagai berikut:

Pertama, Dody Syahrul Irawan, 2023 dalam jurnal
yang berjudul “Implementasi Taukil Wali Nasab Berada Di
Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono
Soekanto”. Jurnal ini membahas mengenai pertimbangan
yang dilakukan oleh Kepala KUA Lowokwaru dan Klojen
Kota Malang atas permasalahan wali nasab yang tidak
dapat memenuhi persyaratan administrasi taukil wali. Hasil
penelitian menunjukkan penerapan aturan taukil wali dalam
aturan ini belum sesuai dengan realita yang terjadi di
masyarakat, hal tersebut ditinjau dengan kelima teori
efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto., dan teori
sistem Gibson dan teori budaya organisasi Schein.
Selanjutnya solusi yang ditawarkan oleh Kepala KUA pada
permasalahan wali nasab yang tidak dapat memenuhi
persyaratan administrasi yaitu dengan membawa identitas
diri sebagai keabsahan data.

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu terletak
pada pengalihan kewenangan wali karena alasan geografis.
Perbedaannya yaitu pada mekanisme resmi terkait
pergantian wali kepada wali hakim di KUA Kecamatan
Wonokerto serta konsekuensi hukum terhadap keabsahan
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pernikahan apabila Kepala KUA mengabulkan taukil wali
tanpa prosedur verifikasi yang layak.!’

Kedua, Ismayanti, Muh Saleh Ridwan dan Andi Intan
Cahyani, 2022 yang berjudul “Peranan Wali Hakim dalam
Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Suli , Kabupaten luwu)
“. Penelitian ini menjelaskan tentang peranan wali hakim
dalam perkawinan di KUA kecamatan Suli Kabupaten luwu
ini adalah menikahkan calon mempelai wanita yang tidak
memiliki wali atau walinya adhal maka perwaliannya
dialihka ke wali hakim sehingga dilakukan penelitian
terdahulu oleh pihak KUA yang menunjukkan kebenaran
atas Masalah perwalian dari calon mempelai tersebut. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan wali hakim
dalam perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Suli kabupaten Luwu yakni menikahkan calon
mempelai wanita yang tidak memiliki wali atau walinya
adhal (enggan/menolak) kemudian perwaliannya dialihkan
kepada wali hakim dalam hal ini kepala KUA, sebagaimana
dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005
tentang Wali Hakim. Kemudian, sebelum kepala KUA
bertindak sebagai wali hakim maka terlebih dahulu perlu
dilakukan penelitian oleh pihak KUA yang menunjukkan
kebenaran atas masalah perwalian dari calon mempelai
wanita tersebut.

Persamaannya terletak pada pembahasan peran wali
hakim dalam praktik di lapangan serta pentingnya prosedur
administratif yang akurat dan sah. Perbedaannya yaitu
penelitian ini memiliki fokus yang lebih khusus dan
kontekstual, yaitu pergantian wali nasab kepada wali hakim

17 Dody Syahrul Irawan," Implementasi Taukil Wali Nasab
Berada Di Tempat Jauh Prespektif Efektivitas Hukum Soerjono
Soekanto", Jurnal SAKINA: Vol 7 no 1. ( Malang : UIN Maulana Malik

Ibrahim, 2023) ). https://doi.org/10.18860/ifs.v7i1.3202
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karena wali sedang melaut, yang merupakan bentuk
ketidakhadiran wali nasab karena alasan pekerjaan, bukan
karena penolakan atau tidak diketahui keberadaannya. 18

Ketiga, Uswatun Hasanah , 2022 “ Pendapat
Masyarakat di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah
Bumbu Tentang Wali Hakim”, Skripsi, UIN Antasari.
Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pendapat
masyarakat di Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah
Bumbu Tentang wali hakim. Hasil penelitian yaitu bahwa
pendapat masyarakat mengenai wali hakim yaitu wali
pengganti dari wali nasab yang menikahkan calon
pengantin jika walinya meninggal dunia atau berhalangan
untuk hadir. Sedangkan mengenai siapa yang boleh menjadi
wali hakim, masyarakat berbeda pendapat. Sehingga
Kesimpulan dari pendapat masyarakat tentang wali hakim
yaitu kurangnya pendidikan formal keislaman dan
masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi dari pihak yang
berwenang.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis,
terletak pada titik fokus mengenai keberadaan wali hakim
sebagai pengganti wali nasab yang berhalangan.
Perbedaannya yaitu bahwa penelitian ini memiliki fokus
yang lebih spesifik dan mendalam, yaitu pada prosedur
pengalihan kewalian dari wali nasab kepada wali hakim
karena wali sedang melaut (bukan sekadar berhalangan
secara umum), serta mengkaji konsekuensi hukum terhadap

18 |smayanti Rias dkk ," Peranan Wali Hakim dalam perkawinan
(Studi Kasus di KUA kecamatan Suli Kabupaten Luwu), Jurnal Qadauna
vol 4 . ( Makassar: UIN Alauddin, 2022)
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keabsahan pernikahan apabila surat taukil wali disetujui
oleh Kepala KUA tanpa proses verifikasi yang memadai.19
Keempat, Jumaidi, 2019, “Penetapan Wali Hakim
Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif Dan
Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota
Bandar Lampung )”, Skripsi, UIN Raden Intan. Dalam
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penetapan wali
Hakim sebagai pengganti wali Adhol menurut hukum
positif dan hukum Islam. Hasil penelitiannya bahwa
penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol di KUA
Kecamatan Way Halim dilakukan melalui mediasi antara
ayah dan anaknya, namun ayah selaku wali nasab masih
tetap enggan menikahkan dengan alasan lebih tinggi
penghasilan perempuan daripada laki-laki, pihak KUA
menyarankan agar calon mempelai wanita mengajukan
gugatan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.
Keputusan Pengadilan Agama Nomor
110/Pdt.G/2017/PA. Tnk. mengabulkan gugatan calon
mempelai wanita dan menetapkan keadholan wali dengan
pertimbangan hukum majelis hakim . Status hukum wali
hakim sebagai pengganti wali adhol dipandang sah menurut
hukum positif dan hukum Islam berdasarkan hukum positif
yakni KHI Pasal 23 ayat 2 dimana pergantian dari wali
nasab kepada wali hakim dikarenakan wali adhol dilakukan
setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang
keadholan wali tersebut berdasarkan hukum Islam yakni
Al-Qu'ran surat ke 24 An-Nur ayat 32 terdapat perintah
untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sendirian
yang layak untuk dinikahkan, dengan ketentuan hukum,
kepada calon pengantin agar selalu memohon izin dari wali

19 Uswatun Hasanah," pendapat masyarakat di kecamatan kuranji
kabupaten Tanah Bumbu tentang wali Hakim™ . Skripsi fakultas Syariah (
Banjarmasin : Universitas Islam Negeri Antasari ,2022)
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nasab serta kepada wali nasab agar tidak bersikap
enggan/adhol menikahkan anaknya.20

Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis
terletak pada fokus permasalahannya. Penelitian Jumaidi
menyoroti peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam
konteks wali adhal, sedangkan penelitian ini mengkaji
pergantian wali disebabkan oleh keadaan wali yang sedang
melaut, khususnya berdasarkan praktik yang terjadi di
Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan. Selain itu,
penelitian ini juga membahas implikasi hukum terhadap
keabsahan pernikahan jika Kepala KUA mengabulkan
permohonan taukil wali tanpa verifikasi yang memadai,
yang tidak menjadi pembahasan dalam penelitian Jumaidi.
Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian
mengenai wali hakim, tidak hanya dari segi kondisi adhal,
tetapi juga dari segi kondisi non-adhal yang berdampak
pada teknis administrasi dan keabsahan hukum dalam
pelaksanaan pernikahan.

Kelima, Masna Yunita dan Intan Sahera, 2022, yang
berjudul “Wakalah Wali Hakim Studi Kantor Urusan
Agama Ranah Pesisir”. Penelitian ini menjelaskan tentang
kenapa wali nikah diwakilkan sedangkan wali nasabnya
hadir di acara pernikahan tersebut. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa yang melatarbelakangi wakalah
wali nikah yaitu karena wali nasabnya termasuk wali nasab
yang adhal, tetapi karena proses wali adhal harus dengan
penetapan pengadilan, maka dilakukan wakalah wali nikah.

20 Jumaidi, “ Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adhol
menurut hukum positif dan hukum Islam “ ( Studi di KUA Kecamatan
Way Halim Kota Bandar Lampung)”. Skripsi fakultas Syariah , (
Lampung : universitas Islam negeri Raden Intan,2019)
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Persamaan dengan penelitian ini yaitu terkait taukil
wali nikah yang dilakukan ketika wali nasabnya tidak dapat
hadir. Perbedaannya yaitu pada kondisi wali yang melaut
sebagai pekerjaan dan bagaimana Kepala KUA menangani
surat taukil wali dalam kondisi tersebut serta akibat hukum
jika surat tersebut disetujui tanpa proses verifikasi yang
memadai.21

Keenam, Aulia Nisa Indriani , 2025, “ Praktik Taukil
Wali dalam prespektif Hukum Islam ( Studi Kasus di
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan)”, Skripsi,
UIN K.H Abdurrahman Wahid. Penelitian ini menjelaskan
terkait peran penting wali nikah bagi perempuan dalam hal
memberi izin untuk pernikahan. Dan untuk mengetahui
praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto Kabupaten
Pekalongan dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam
terhadap praktik taukil wali di Kecamatan Wonokerto
Kabupaten Pekalongan.

Persamaan dengan penelitian Aulia yaitu sama-sama
menggunakan kecamatan Wonokerto sebagai objek
penelitian. Persamaan berikutnya ada pada metode
penelitian, yakni sama-sama menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research)
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu,
kedua penelitian sama-sama menganalisis praktik di
lapangan dengan tinjauan hukum Islam, sehingga keduanya
memiliki titik singgung dalam aspek teoretis maupun
empiris. Perbedaannya yaitu terletak pada fokus kajiannya.
Aulia lebih menekankan pada praktik taukil wali dan
tinjauan hukum Islam secara normatif, sedangkan
penelitian penulis menekankan pada prosedur pergantian

2l Masna Yunita dan Intan Sahera " Wakalah wali nikah (Studi
Kantor urusan agama rananh pesisir)”, Journal Al-Ahkam Vol. XXIII
Nomor 1. 2022
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wali hakim dalam konteks wali yang sedang melaut dan
mengaitkannya dengan hukum positif yang berlaku saat ini.
Berdasarkan penjelasan di atas penelitian yang
dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya.
Penelitian ini berfokus pada Bagaimana prosedur
pergantian wali nasab kepada wali hakim dalam kasus wali
yang sedang menurut praktik di Kecamatan Wonokerto dan
Bagaimana akibat hukum terhadap pernikahan jika
pengabulan surat taukil wali oleh Kepala KUA melaut
dilakukan tanpa verifikasi yang cukup.
G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan termasuk jenis
penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang
menggabungkan analisis terhadap norma-norma hukum
(yuridis) dengan studi empiris mengenai penerapan hukum
dalam masyarakat (sosiologis). Pendekatan ini menekankan
penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum
secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya.??
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa narasi tulisan atau
ucapan dari orang-orang serta perilaku yang diamati.?

22 Muhammad Chairul Huda, Metode Penelitian Hukum
(Pendekatan Yuridis Sosiologis) (Yogyakarta: The Mahfud Ridwan
Institute, 2021), 45

2 Agustin et al.,, Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan
Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif), ed. Irmayanti, Cetakan Pertama
(Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023),

https://www.researchgate.net/publication/380401514. 18.
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3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di
Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan.

4. Jenis Dan Sumber Data
a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data primer yaitu sumber

data yang diperoleh secara langsung dari informan

melalui  wawancara  dengan  pihak  yang
bersangkutan .?* Dalam penelitian ini data primer
terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Wonokerto,
calon pengantin yang mengalami, serta pihak
keluarga yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan

yang digunakan untuk mendukung, menjelaskan,

dan memperkuat data primer. 2 Data sekunder
dalam penelitian terdiri dari :

1) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang
No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam (KHI), PMA NO 30
Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan.

2) Bahan hukum sekunder semua peraturan non
regulasi dan kamus.

3) Bahan hukum tersier berupa buku-buku
pernikahan, jurnal maupun sumber internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

24 Amiruddin dan Zainal Asikin, pengantar Metode Penelitian
Hukum,( Jakarta : Rajawali Press,2016), 126

25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,Cet.6, (Bandung: Alfabeta, 2008), 297
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a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan penelitian
dalam rangka pengumpulan data dengan cara
mengamati objek penelitian secara langsung baik
perilaku, peristiwa, maupun kondisi tertentu untuk
memperoleh data dilapangan. ?® Observasi dalam
penelitian ini dilakungan dengan cara yaitu peneliti
tidak terlibat langsung dalam kegiatan atau proses
pernikahan yang berlangsung, tetapi mengamati
secara langsung situasi, proses administrasi, dan
pelaksanaan pelayanan di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Wonokerto yang berkaitan
dengan prosedur pergantian wali nasab kepada wali
hakim.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara
langsung antara peneliti dengan responden atau
informan untuk mendapatkan informasi.?’ Dalam
penelitian ini, informan yang diwawancarai berasal
dari rentang tahun 2022 hingga 2024, dengan total
10 informan yang menggunakan wali hakim karena
wali nasabnya masih melaut. Namun peneliti hanya
memilih 5 informan untuk dijadikan sampel,
dengan dasar penentuan sebagai berikut. : (1)
Pernikahan dilaksanakan secara sah dan tercatat di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto; (2)
Wali nasab berhalangan hadir secara fisik karena

% Mukti Fajar dan Yulianto achmad , Dualisme Penelitian Hukum

Normatif & Empiris (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 168

21 Zainuddin lba dan Aditya Wardhana , Metode Penelitian (

Purbalingga : CV Eureka Media Aksara, 2023 ), 293
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sedang bekerja melaut dalam jangka waktu yang
lama; (3) Pengangkatan wali hakim dilakukan oleh
Kepala KUA setempat sesuai dengan ketentuan
PMA Nomor 30 Tahun 2024; serta (4) Keluarga
calon pengantin mengikuti proses administratif
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Melalui wawancara peneliti
dapat memperoleh informasi secara mendalam
mengenai gambaran umum tentang adanya
pergantian wali nasab ke wali hakim sebab melaut.
c. Dokumentasi
Dokumentasi  yaitu merupakan metode
pengumpulan data yang memanfaatkan bahan-bahan
tertulis, visual, maupun rekaman sebagai sumber
informasi primer maupun sekunder dalam penelitian.?®
Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan
cara rekaman suara wawancara, maupun gambar yang
digunakan untuk memperjelas serta memperkuat
pemaparan data.
6. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah kegiatan mengolah data
yang telah dikumpulkan agar dapat memberikan
gambaran yang jelas dan dapat digunakan untuk
menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini
analisis data menggunakan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Pengumpulan Data
Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah
mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif
pengumpulan data dengan observasi, wawancara

28 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2019), 218.
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mendalam, dan dokumentasi atau gabungan
ketiganya (triangulasi). Mengingat jumlah pihak
yang terlibat dalam praktik perkawinan di
Kecamatan Wonokerto cukup banyak dan tidak
semuanya relevan dengan fokus penelitian, peneliti
menggunakan teknik purposive sampling. Teknik
ini merupakan metode pengambilan sampel non-
acak yang dilakukan dengan memilih informan
berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan
tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan
meliputi. (1) Pernikahan dilaksanakan secara sah
dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Wonokerto; (2) Wali nasab berhalangan hadir secara
fisik karena sedang bekerja melaut dalam jangka
waktu yang lama; (3) Pengangkatan wali hakim
dilakukan oleh Kepala KUA setempat sesuai dengan
ketentuan PMA Nomor 30 Tahun 2024; serta (4)
Keluarga calon pengantin mengikuti proses
administratif sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan teknik
ini, diharapkan penelitian memperoleh data yang
relevan dan mendalam sehingga mampu menjawab
rumusan masalah.
2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan setelah
pengumpulan data untuk memilih data yang relevan
dan signifikan, dengan penekanan pada data yang
akan membantu dalam pemecahan masalah,
penemuan, makna, atau menjawab pertanyaan
penelitian. Setelah itu, menyederhanakannya,
menyusunnya secara logis, dan menguraikan
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simpulan utama tersebut.
3. Display Data

Dalam penelitian kualitatif, proses display data
merupakan tahap penting yang mengharuskan peneliti
untuk menyajikan dan mengorganisir data yang telah
direduksi dengan cermat dan tepat. Tujuan utama dari
display data adalah untuk memberikan gambaran yang
jelas dan komprehensif tentang temuan-temuan
penelitian yang muncul dari interaksi dengan para
informan dan proses observasi.?®
4. Penarikan Kesimpulan

Proses merumuskan makna temuan penelitian
dalam kalimat pendek yang dapat dimengerti dan
berulang kali menilai validitas kesimpulan terutama
yang berkaitan dengan relevansi dan konsistensi
dengan perumusan masalah, judul, dan tujuan saat ini
dikenal sebagai penarikan kesimpulan.

Dalam  proses  melakukan  penelitian,
kesimpulan dibuat mirip dengan proses pengurangan
data, kesimpulan awal dicapai setelah pengumpulan
data yang memadai, dan kesimpulan akhir dicapai
setelah data dikumpulkan.*®
H. Sistematika Penulisan
Bab pertama , bab ini meliputi : latar belakang
masalah , rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian,
kerangka teori , penelitian terdahulu yang relevan, dan
metode penelitian yang digunakan serta sistematika
pembahasan.

2 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,Cet.6, (Bandung: Alfabeta, 2008), 341.

30 Muri Yusuf, “Metode Penelitian Kuantitatif,” Kualitatif Dan
Penelitian Gabungan,( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
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Bab kedua , bab ini meliputi : Gambaran umum
terhadap wali hakim dalam perkawinan yang meliputi
pengertian perkawinan, wali dalam perkawinan,
syarat-syarat wali, macam-macam wali, kedudukan
wali dalam perkawinan serta prosedur pengangkatan
wali hakim dalam perkawinan

Bab ketiga , bab ini meliputi: deskripsi objek
penelitian. Pertama gambaran umum di Kecamatan
Wonokerto Kabupaten Pekalongan.,visi dan misi
Kecamatan Wonokerto ,Proses administrasi pergantian
wali di KUA Wonokerto, Argumentasi Petugas KUA
dan Masyarakat terhadap pergantian Wali Nasab
Kepada Wali Hakim

Bab keempat , bab ini meliputi : analisis prosedur
pergantian wali nasab kepada wali hakim, Analisis
akibat hukum jika surat taukil wali dikabulkan tanpa
verifikasi yang cukup

Bab kelima , bab ini meliputi : Kesimpulan dan Saran



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penafsiran yang dilakukan
penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Pergantian Wali Nasab kepada Wali Hakim di
Kecamatan Wonokerto telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam PMA Nomor 30 Tahun
2024 tentang Wali Hakim. Prosesnya dimulai dari
pengajuan permohonan oleh pihak keluarga calon
pengantin ke KUA, disertai surat keterangan dari desa
yang menjelaskan bahwa wali nasab benar-benar
berhalangan hadir karena sedang melaut. Setelah
dilakukan verifikasi oleh pihak KUA, Kepala KUA
kemudian ditetapkan sebagai wali hakim yang sah untuk
melaksanakan akad nikah. Hal ini menunjukkan bahwa
pthak KUA Wonokerto telah menjalankan prinsip
kehati-hatian (prudential principle) serta menjunjung
tinggi keabsahan hukum pernikahan sesuai syariat Islam
dan peraturan perundang-undangan.

2. Akibat hukum dari diangkatnya wali hakim tanpa
verifikasi yang cukup sangat krusial dalam konteks
keabsahan pernikahan. Pernikahan yang dilaksanakan
tanpa memenuhi prosedur verifikasi terhadap
pengangkatan wali hakim dapat dianggap batal karena
wali merupakan unsur rukun nikah yang wajib dipenuhi
agar pernikahan sah menurut hukum Islam dan
ketentuan negara. Tanpa verifikasi yang mendalam,
pengangkatan wali hakim bisa saja tidak sah secara
hukum sehingga menimbulkan status pernikahan
tersebut. Selain batal, pernikahan juga dapat berstatus
fasakh, yaitu pernikahan yang dapat dibatalkan melalui
proses hukum karena adanya cacat prosedur dalam
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pelaksanaan akad nikah. Status fasakh ini
memungkinkan salah satu pihak mengizinkan
pembatalan pernikahan akibat ketidaksesuaian tata cara
wali nikah yang digunakan. Pengangkatan wali hakim
yang tidak melalui proses verifikasi yang kuat juga
berpotensi menimbulkan membahayakan hukum di
kemudian hari terkait status pernikahan, hak anak, hak
waris, dan perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu,
verifikasi secara administratif

dan syar'i mutlak diperlukan untuk menjaga keabsahan
dan kekuatan hukum pernikahan, sesuai dengan
ketentuan dalam PMA No. 30 Tahun 2024.

B. Saran

1. Bagi KUA Kecamatan Wonokerto, diharapkan
meningkatkan kualitas verifikasi terhadap surat taukil
wali, baik melalui konfirmasi langsung kepada wali
nasab maupun menggunakan teknologi komunikasi yang
tersedia. Hal ini penting untuk memastikan akad nikah
terlaksana sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang
sah.

2. Bagi masyarakat, khususnya keluarga calon pengantin,
agar lebih memahami pentingnya kehadiran wali nasab
atau setidaknya memastikan legalitas dan keaslian surat
taukil wali. Kesadaran ini dapat mencegah munculnya
persoalan hukum di kemudian hari.

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan
untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas
implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 di berbagai
daerah, khususnya terkait Bagi akademisi dan peneliti
selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam
mengenai efektivitas implementasi PMA No. 30 Tahun
2024 di berbagai daerah, khususnya terkait penggunaan
wali hakim dalam kondisi wali yang berhalangan hadir



agar dapat memberikan gambaran komprehensif tentang
praktik perkawinan di Indonesia.
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